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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 21 TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Penerjemah dan memperhatikan Surat Sekretaris 

Kabinet Nomor B-437/SESKAB/DKK/08/2016, tanggal 8 

Agustus 2016, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang  

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5035); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 

Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5467); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 164); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5258); 

11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Penerjemah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 363); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN 

JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH. 

 

Pasal 1 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional 

Penerjemah tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 

 

Pasal 2 

(1) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat 

Fungsional Penerjemah karena tidak memenuhi angka 

kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan 

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
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Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan 

Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya sejak 

tanggal 18 November 2015 sampai dengan Peraturan 

Kepala Badan ini diundangkan, dinyatakan tidak 

berlaku. 

(2) Penerjemah yang dibebaskan sementara berdasarkan 

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penerjemah. 

 

Pasal 3 

Hasil penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan 

Penerjemah sampai dengan mulai berlakunya Peraturan 

Kepala Badan ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/ 

M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan 

Angka Kreditnya dan harus sudah selesai ditetapkan paling 

lambat bulan Januari 2017. 

 

Pasal 4 

(1) Penerjemah yang telah memenuhi angka kredit yang 

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat 

setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional 

Penerjemah dan Angka Kreditnya dapat diusulkan 

kenaikan jabatan/pangkatnya. 

(2) Batas akhir penetapan kenaikan jabatan/pangkat 

Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 

periode April 2017. 

 

Pasal 5 

Penerjemah yang telah mengumpulkan angka kredit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetapi belum mencapai 

jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan 

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan angka 

kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan 

angka kredit hasil konversi untuk kenaikan jabatan/pangkat 
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